REFORMASI KEPOLESIAN |

TANTANGAN DAN PROSPEK KE DEPAN
; DR BlbltS Rmnto, MM

bt

z‘m jfld! di rahzm J 998 mengakzbatkarz lengsernya Orde Baru dari tampuk .
peme; mtahan Sehmgga sejak saat ity empat pzmpman negara rerus bergani, secara

pelan narnm pasti veformasi bergulir kearah yang lebih baik. Reformasi tevjadi di

tiga bidong kehidupan bangsa yang memerlukan percepatan reformasi yaitu di
bidang ekonomi, hukum dan politik. Reformasi juga terjadi di tubuh Polri, bergulir
Sejak tc}hzm 1980-an, dimana beberapa Kapolri yang dianghat berupaya untuk rerus

memper baiki citra dan kinerjapolri, seperti konsep Pola Dasar Pembenahan Polri

(Awa!oedm) Rekonfu dan Bimmastralnya (Anton Sudjarwo). Optimasi dan |}

Dumm:sas: serta  Karakteristik Kerawanan Daemh (Kakerda) nya (Sanusi),

Tekadku Pengabdian Terbaik dengan Si Polinnya (Kunarto), Penampilan Polrinya

mencoba untuk memperbaiki kinerja Polri (Dibyo Widodo) Pelayanan Polri

(Rusmanhady). Namun belum sepenuhnya Konsep tentang tugas, wewenang don ||

kedudiukan Kepolisian dapat diterima oleh komponen bangsa lainnya termasuk
diantaranya TNI dalam hal ini Dephan yang telah merumuskan RUU tentung
Keamanan  Nasional. Reformasi Polri di Era Reformasi merupaka: kelanjutan

upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan tugas Polri yang telah disadari akan

kekurangan dan kelemahannya sejak dekade 1980-an. Pembenahan Polri kedepan

diarahkan pada 1) Masalah Internal Reformasi Polri, 2). Wacana Kamnas 3).

Crtonomi Daerah.

Dr. Bibit S. Rianto, MM Rektor Univeristas Bhayangkara Jakarta Raya
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1. Pendahuluan

Mencermati RUU Kamnas yang pernah diajukan Dephan secara resmi ke
DPR- yang-secara-tegas- dztoiak oleh Kapolri, di mana PP Polii menyatakan

dukungannya kepada Kapolrz terdapat hal-hal yang tidak sejalan dengan Wacana
_dan Pelaksanaan Reformasi selama ini balk darl aspek hukum ketatanegaraan -

: aspek pembuatan perundang undangan dan konsensus-konsensus nasional selama -
ini yang dmyatakan daiam Amandemen UUD 45, Ketetapan MPR maupun
Undang-undang pada aspek keamanan Penilaian bahwa reformasi hukum yang
chcapeu hingga saat ini sebagai t1dak jalan adalah tidak tepat dan terlalu gegabah,
yang ada adalah penjabaran lanjut dari reformasi hukum yang “tidak mau” atan

belum dilaksanakan dengan baik karena tidak/belum mewadahi kepentingannya.

Kecintaan kepada bangsa tidak berarti boieh mengecilkan peran pihak lain
namun harus dilandasi pada sikap saling percaya, saling membantu, saling
menghargal yang didukung oleh prinsip kesetaraan diantara komponen anak
bangsa dalam mengaktualisasikan peran masing-masing, prinsip kesinambungan
dan prinsip kebersamaan dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa, bahwa

bangsa ini milik kita bersama.

Keberhasilan Polri mengatasi permasalahan keamanan (konflik horizontal di
berbagai daerah, terror bom, berbagai bentuk krminalitas, dil) sejak Orde Refomasi
agar dilihat secara proporsional, yang berarti sudah_tidak “mbebek™ lagi seperti
pada Orde Baru (berlindung di balik TNI), karena TNI akan selalu mengambil alih
kendali situasi apabila Polri dinilai “tidak mampu” menjalankan tugasnya atau
karena rasa tanggung jawabnya yang besar terhadap bangsa ini (merasa lebih besar
dari komponen bangsa lainnya termasuk pada aspek politik dan aspek-aspek

kehidupan lainnya) sehingga TNI ikut maijn “mengatur” tata kehidupan masyarakat

pada umumnya. Tentunya hal semacam ini tidak perlu terulang di Era Reformasi
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- ini, di masa Oide Baru Justru 'INI bekex ja sama dengan Pemda (Panodam sebacray.'_': '

. _'Somdl/}’mdalgangsos) dan Poln/PoIda hanya dlpaka; sebagal aiat saja '{81 gvantung___'_ o

CIL

penoendah Knsas/Pusdalms dan “Gubernur. sebagax Pengendah Gangg,uan -

' snuam yang, dxhadapl kesﬂulah Kapolda mengmduk

_Reform 31 .

Reforma51 adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu""j; '_ '

'kemah vang lebih baik dari keadaan semula. Bangsa Indonesia sejak tahun 1998_'-':-

telah melakukan reformam setelah 1engsemya Orde Baru dari  tampuk -
pemenntahan empat p:mpman Negara telah bergantz nampaknya secara pelan'-
namun pastl reformasi bergulir kearah yang lebih baxk Walaupun masih terdenoar
ketidak puasan terhadap “berjalannya” reformasi di negeri ini. Dengan demikian
ko.ndisi seperti ini jangan “dirusak” dengan penyampaian wacana-wacana baru

yang tidak sejalan dengan alur Reformasi yang sudah berjalan.

Tiga bidang kehidupan bangsa yang memerlukan percepatan reformasi yaitu

di bidang __ekonomi, hukum dan politik :

a. Reformasi di bidang ekonemi jelas reformasi ditujukan untuk mencari
penyelesaian secara cepat keterpurukan bangsa di bidang eckonomi. Empat
Rezim pada Era Reformasi telah berusaha untuk itu dengan berbagai

corak/caranya dan akan tetap berusaha dimasa mendatang.

b. Reformasi di bidang hukum ditujukan untuk menata landasan berpijak dari
segenap aspek kehidupan bangsa berdasarkan pada hukum positip yang
disepakati  oleh  segenap anak  bangsa, bukan hukum  yang
“dipaksakan/direkayasa” oleh kelompok yang mengatas namakan segenap
komponen bang'sa. Sekalipun produk hukum dibangun melalui proses politik
(DPR dan Pemerintah sebagai pembuat undang-undang), namun politikpun

harus tunduk pada hukum yang dibuatnya sendiri.
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- c Refmmasz di bldang pOlItik dlarahkan pada terbentuknya sistem pemermtahan__:_
B _-yang demok:atls/modexat bukan pemermtah otoriter/militeristik, pemermtahani_
| yang mampu menmptakan 51tu351 yang kondu31f ‘yang dapat mengeleminir 1asa:.'_:- :
o _' .ketxdakpuasan masyarakat dan memungkmkan munculnya plmpman——pnnpman.__“ ”

L _bangsa yang dxtenma oleh segenap warga bangsa (legitimate)

Ke depan penuhs berpendapat bahWa Reformas1 bangsa b1sa berguhr leblh -

keterpurukan bangsa seiama ini ya1tu

a. Masaiah Kesxsteman d1 segenap. aspek kehidupan bansa ini sedang meiakukan R T
| permnusan untuk menemukan Sistem yang paling cocok disetiap aspek .........
| kehzdupan bangsa tersebut sehingga mampu menangani masalah keterpur ukan
| _b_angsa saat ini, baik melalui bench-making dan perbaikan berlanjut (continues
| fzﬁp}bﬁemenr), bukan dengan jalan memotong di tengah jalan atas evolusi

pemikiran bangsa yang berkembang sejak Era Reformasi, melalui cara-cara

yang tidak dibenarkan secara hukum.,

b. Masalah Mental atau Moral bangsa yang ada selama ini telah memicu
suburnya korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat berkembang biak di

segenap aspek kehidupan bangsa dan sulit dikendalikan sehingga terkesan

“membudaya”. Hal ini harus ditangani secara mendasar melalui proses
pendidikan yang sehat, dan secara kasuistis melalui penegakan hukum
yang tegas, lugas dan tuntas tanpa pandang bulu (tebang pilih) terhadap setiap
.‘ -penyimpangan/pelanggaran hukum dengan memberdayakan aparat penegak
hukum yang ada, bukan dengan membentuk badan penegak hulum baru
(tandingan) dengan membiarkan aparat penegak hukum yang ada tetap tidak
mampu melakukan tugasnya dengan benar (koruptif, kolutif dan nepotisme

walaupun nepotisme secara proporsional dan Profesional masih dibenarkan).
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Masalah Kesejahteraan dlmana kemakmuran belum dzmkmatl oleh sebagzan

: besar rakyat teimasuk aparat pemerlntah dan’ aparat penegak hukum, men}adz -

: 'pemlcu muncu]nya KEKN: Penanganan hal ini dapat melalm berbagai kegiatan

' sepem pemngkatan penghasﬁan aparat pemenntah secara bertahap, pmgram o

_penchdzixan _ ketramgxlan masyarakat (skilled - labour) peng,embangan =

: '_.3-I\eterpaduan mdustrl rakyat (home mdusz‘ry) dengan 111dustr1 besar pelumahan

rakvat (hﬂangkan ‘yumah kumuh) pembukaan 1apangan kerja barufﬁ

(enneprenem,sh:p) “dan se‘oagamya yang mampu menmgkatkm 1araf -

kesej ahteraan rakyat banyak

. Masalah Kontrol ba1k secara internal/instansional maupun secara eksternal

masyarakat kurang berfungsi secara bepar sehingga timbul ekses main hakim

sendiri karena tidak puas dengan hasil penanganan secara formal yuridis.

Kontrol kebocoran Keuangan Negara sebagai tindak lanjut pembangunan
sistem di bidang pertanggufig jawabap Keuangan Negara, yang harus ditindak
lanjuti dengan proses penegakan hukum secara benar, Penegakan hukum
terhadap kasus-kasus kriminalitas pada umumnya harus dilakukan secara benar
sehi.ngambetul—betui dapat mewujudkan rasa aman masyarakat. Bukan seperti
pameo saat ini “kehilangan kerbau lapor ke penegak hukum malahan hilang
dengan kandangnya”. Selanjutnya pembangunan upaya sosial kontrol yang
efektif perlu” digalakkan dengan memberikan ruang yang lebih bebas dan
bertanggung jawab dan manajemen terbuka, sehingga masyarakat dapat
menyampaikan kejuhan, saran, koreksi secara terbuka pula sehingga
penyimpangan tidak berlarut dan dapat ditangani secara cepat, tepat dan

efisien.

Masalah Budaya (Hukum), terlihat jelas dalam pert kehidupan lalu lintas di
jalan raya di kota-kota besar, saling srobot, lampu merah tidak di "gubris”,

mengambil jalur yang berlawanan, tidak mau bergantian dengan jalur lain yang
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o dibenahi. secara menerus, melalui kodifikasi dan pembentukan dan revisi:

menuju kearah yang sama, dsb, Perilaku lalu lintas sebagai indikator

‘kesemrawutan Budaya Hukum bangsa pada umumnya, yang juga terlihat
_ _se.cara jelas juga “kebobrokan” : pelaksanaan proses penegakan hukum pada_
~setiap tahap baik penyidikan di Kepolisian dan Departemen Tekms (PPNS)
-__Kejaksaan dan Pengadilan bahkan sampaz ke tingkat Mahkamah Agung
':-_Empat aspek pembangunan hukum terdiri dari : Materi Hukum (sedang

undang undang), Aparat Penegak Hukum (menyangkut ke empat masalah

tersebut diatas), Sarana Prasarana Hukum (sedang dibenahi secara bertahap)
dan Budaya Hukum yang harus kita benahi sejak sekarang baik di lingkungan

Aparat Penegak Hukum dan masyarakat pada umumnya.

III. Reformasi Polri

Reformasi di tubuh Polri telah bergulir sejak tahun 1980-an di mana Dubes

RI di Jerman Barat (Jenderal Polisi Prof Dr Awaloeddin Djamin MPA) ditarik

pulang ke tanah air untuk dijadikan Kapolri, yang dilanjutkan oleh pengganti-

penggantinya, dapat diuraikan sebagai berikut

a.

Kapolri Jenderal Awaloeddin Djamin diperkenalkan Pola Dasar Pembenahan
Polri, konsep ini merupakan awal Reformasi dalam Tubuh Polri {talun 1980),
namun kurang disadari, sehingga hasilnya tidak optimal dan tidak berlanjut.

Konsep ini berbicara pembenahan Manajemen Kepolisian atau Keamanan,

* seyogyanya konsep ini dikaji kembali saat ini.

Kapolri Jenderal Anton Sudjarwo dengan Rekonfu dan Bimmastralnya,
merupakan wacana pemolisian operasional, sebagai penjabaran pembenahan
Polri di bidang operasional. Pengedepanan pemolisian preventif dan preemtif

telah mulai secara kongkrit dilaksanakan di lapangan walaupun di beberapa

“bagian masih belum “nyambung® benar.
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Kapoin Jenderal Sanusz dengan Optamam dan Dmamxsam serta_:_ :

Karakterzstlk Kerawanan Daerah (querda) nya merupakan pen}abaran"f-_

pem1k1ran pembenahan dengan pendekatan ﬂnuah dengan mengurazkan akar':___ o

”'-_=masalah darx setlap fenomena knmmogen yang dlgambarkan daiam___

. '__karaktensuk kerawanan daerah (Kakerda)a di sampmg masaiah mana_;amen '

' Jug ':m'"'::dlbenam

L egl.at.an Pada zaman ini dlperkenalkan kosep Gangguan Keamanan yang::

.'.'i.terdm darz Aucaman Faktual (AF), Pa[:ce Hazardz (PH) dan Faktoz.

' Kerelanf Knmmogen (FKK), yang rnerupakan pengemb'mgan secara

" kongkrit dari konsep Tri Gatra dan Panca Gatra sebagal sumber ancaman

terhadap keamanan yang dinilai terlalu abstrak. Namun penjabaran lebih lanjut.

- terhadap konsep Gangguan Keamanan ini perlu dikembangkan secara lebih

~ jelas sehingga konsep ini dapat dijadikan acuan perumusan Hakekat Ancaman

Keamanan.  f

Kapolri Jenderal Kunarto dengan Tekadku Pengabdian Terbaik dengan Si

' '_ Polinnya, lebih banyak menyoroti tentano semangat kerja yang “tanpa pamrih*

dan prinsip keteladanan pemimpin. Konsep ini lebih mengacu pada perbaikan
moral/mental anggota Kepolsian. Pada era ini ada idea di lngkungan
Pimpinan ABRI untuk mengedepankan Polri, namun kurang berhasil karena
hanya sebatas wacana politik untuk menjawab aspirasi masyarakat tentang
tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Polri. Dorongan untuk memberikan
peran Polri lebih besar dari yang dimilikinya waktu itu sangat mewarnai
perkembangan selanjutnya pada Era Reformasi, sehingga Polri mendapatkan

tugas, wewenang dan kedudukannya seperti saat ini,

Kapolri Jenderal Banurusman melakukan kajian tentang Jati Diri Polri,
muncul wacana Kode Etik Profesi Kepolisian sebagai jabaran dari Tri Brata

dan Catar Prasetya, kembali pada pembenahan pada aspek spiritual ketimbang
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__'operasmnal Penyadaran tentang _]afz d1r1 Polri yang ternyata bukan tentara

| ': '-':muial berkembano di hngkunoan Poln makm disadarz bahwa dimensi tucras'

:' :' :'Poln mehpuu d1men31 penegakan hukum dnnensz pemermtahan dan dxmens{

e

--'---':-3_":':'_keamanan Postur Polrl 25 (dua Puluh lxma) tahun sebagai bagian dari Postm

ABRI memzhkl kemampuan—kemampuan : Intehjen Kepolisian, Temorxal

':_":_7.-'_-_':'.Ei-PenyeIamatan Masya:akat Penlndaka_n Gangguan Keamanan dan Bantuan ;-

L :Pert ahanan. (9lsembzlan kemampuan Poln) Ter_;adl _ ove:r lap antaia

o .-::kewenangdn Kepohsian dan TNI, hal inilah yang dicoba dipisahkan peran TNI
'dan Poim sebagmmana dlatur dalam Tap MPR-RI Nomor : VI dan VII tahun
2000 '

_Kapoln Jenderal Dibyo W1d0do dengan konsep Penampilan Polrinya

“mencoba untuk memperbaiki kinerja Polri, beberapa konsep . yang

dikembangkan ABRI waktu itu mulai ditanggapi secara lebih proporsional

seperti. Konsep Teritorial yang akan disejajarkan dengan Konsep

Hankamneg berhasil dimentahkan, konsep undang-undang tentang Kejahatan
terhadap Pembangunan Nasional dengan penyidiknya dilakukan oleh Kodim
berhasil dimentahkan juga. Anggota Polri dibekali keberanian yang ting ogi

‘dalam menegakkan hukum dengan melihat keteladanan P1rnpmannya dalam

menegakkan hukum tanpa pandang bulu,

Kapolri Jenderal Rusmanhadi melakukan pergkajian terhadap Pelayanan
Polri. Pemahaman tentang upaya pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya
kepada masyarakat menjadi pokok perhatian Polr, agar tidak terkesan
militeristik. Kecaman terhadap Polri yang berperilaku militer oleh masyarakat
sangat mengemuka, sehingga kualitas pelayanan yang manusiawi dan yang
tidak militeristik menjadi prioritas untuk diwujudkan. Periode ini merupakan

awal Reformasi, Jenderal Rusmanhadi adalah Kapolri pertama di era
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’Reformam Pada kesempatan ini dlhasﬂkan Konsep Reformam Menuju POlrlr.. '
i Yang Profes:onal yang akan mengadakan perubahan Secara Struktural -

'-"--'-E'.;'instrumental dan Cultural namun bentuk—bentuk kegzatan Operasx dan

R p(,lxbalan ke}\uatan Iamnya txdak dlrumuskan secara Jelas

Kesemua uralan d1atas kebanyakan berblcara tentang masalah mtmna]:'--'

e _-plhakapzi{ak lam Padahal perpohsian dalam suaty negara tzdak dapat dllepaskan'_'

'dan lmgkungan di mana Polisi berada daiam Tata Kehxdupan Kenegaraan dan
~ da Iam paham berbangsa dan bemegara serta dalam kehzdupan bersama dlantaxa
'bangsa-bangsa di dunia, sehmgga perlu suatu Konsep yang melanda51 hubungan
eksternal antara Polri dengan Komponen bangsa lainnya, Konsep Doktrin Tata
Tentrem Kerta Raharja nlengadl salah satu altematxf konsep yang dapat
dlkembangkan lebih lanjut dan kapanpun

Kapolri pada Era reformasi selanjutnya setelah Jenderal Rusmanhadi adalah
je__hde:al Rusdihardjo, Jenderal Bimantoro can Jenderal Da’i Bachtiar, banyak
terbantu oleh wacana reformasi di bidang Politik yang menghendaki Polisi
dilepaskan dari ABRI : Muncul berbagai Wacana The Civilian Police, Perpolisian
di Negara Denickratis, Perpolisian Masyarakat, Kemandirian Polisi, Polisi
Profesional, Polisi Modern dan sebagainya dengan hasil “perjuangan® PoIiﬁk
Polisi ditempatkan dalam wadah Kepolisian Nasional, berada di bawah Presiden
yang dibantu oleh KKompolnas dan bertugas memelihara Kamdagri. (Tap MPR VI,
VI11/2000 dan UU No : 2/2002, Keppres 89/2000). Kondisi demikian dinilai oleh

kalangan Kepolisian sebagai kondisi ideal yang harus diwujudkan,

Perjuangan ke arah kondisi demikian tidak mudah, seirama dengan
pergolakan Orde Reformasi, yang nampaknya tidak solid. Tercatat terjadi 4

(empat) Rezim (BJ Habiebie, Gus Dur, Megawati dan saat ini Bambang
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: _-Yudhoyono) Poln memperoleh kedudukan sepem ini pada Era Pres;den
__'_"-Megawati dengan Kapoln Da 1Bach11ar) | o

Seteiah Pampman pemenntahan Pres1den Susilo - Bambang Yudhoyono"' '

S berkuasa ‘melalui Menhan Prof Dr Yuwono Soedarsono mempersoalkan kembali

.pennsahan antara NI dan : Polri, bahkan ‘menilai aturan yang telah ditetapkan

'.:':_.Orde Refonms1 d1 Bldang Keamanan dnula; salah semua, termasuk - tugas

LTS L

' memasukkan Poln ke dalam salah satu Departemen padahal Polii memiliki 3 (ug,a)

”.'d1mens1 penugasan yang berarti memiliki lingkup 3 (tiga) departemen.
”Pengalaman menun}ukkan bahwa apabila Polri berada dalam 1 (satu) Departemen
maka Polri tidak bisa mandiri karena tergantung pada keputusan Menteri yang
IIm_embawahmyc dan 2 (dua) dimensi penugasan lainnya tidak dapat dilaksanakan
| secara optimal. Kedudukan Polri yang paling tepat adalah di bawah Presiden
dibantu oleh Kompolnas yang di dalamnya cukup 1 (satu) Menteri saja yang
terlibat dalam Kompolnas yaitu Menko Polhukkam, yang sudah memiliki lingkup

tugas yang meliputi 3 (tiga) Dimensi Penugasan Polri tersebut.

Pada Era Reformasi ini ternyata belum sepenuhnya Konsep tentang tugas,
wewenang dan kedudukan Kepolisian dapat diterima oleh komponen bangsa
lainnya termasuk diantaranya TNI dalant hal ini Dephan yang telah merumuskan
RUU tentang Keamanan Nasional, yang berbeda dengan rumusan UUD 43 hasil
amandemen, yang mengatur tentang Pertahanan dan Keamanan yang RUU nya

telah disetujui Rancangan Pembuatannya oleh DPR-RI 2005,

Dengan demikian Reformasi Polri di Era Reformasi merupakan kelanjutan
upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan tugas Polri vang telah disadari akan
kekurangan dan kelemahannya di lapangan sejak dekade 1980-an. Dengan

berbekal pada evaluasi yang dilakukan terus menerus dan perbaikan yang
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o meneruslah Poin sampa1 pada kond131 saat 1n1 (Tldak “u_]uk-uguk” mt.ndapatkanf'__

S ‘ durzan Jatuh darz lang1t”

o _Prospek ReformaSI Poln Kc Depan )

Waiaupun Reformas1 tela.h berguhr d1 tubuh Poln namun masﬂa terdenﬂal:- o

o ._ :suara-suara sumbang di masyarakat tentang peniaku Poln bahkan menﬂm Kond151_} | :

j '_::_':_.PO i saat 1m terlaiu ‘oerIebxhan (supei body) Oleh karena 1tu pealu dlbahas leblh“;‘--.

. ‘mjul bd)u apa hal ydng, telkmi dcngan

' '1_). Masqlah Internal Reformam Polr;
2} W.aca_na Kamnas. -

- 3). Otonomi Daerah.

- -.Masaiah_ Reformasi Internal Polri
1) Pemaknaan Uléng Reformasi Polri :

‘a) Pemaknaan ulang dimaksudkan untuk menata kembali konsep reformasi
Polri dengan jalan memberikan penjelasan lebih detail terhadap langkah-
langkah Reformasi Polri selama ini yang didasarkan pada rambu-ranibu

yang telah diletakkan oleh Reformasi selama ini.

b) Kita harus berani mengkikis habis pandangan bahwa yang dikerjakan oleh
Reformasi selama ini adalah salah dengén jalan menelusuri benang merah
perjuangan bangsa Indonesia sejak Kebangkitan Bangsa Indonesia,
Perjuangan Kemerdekaan hingga perjuangan mengisi kemerdekaan dan

reformasi yang telah digulirkan anak bangsa dalam melanjutkan

perjuangan bangsa.

¢) Demikian pula halnya dalam perjuangan Polri dalam ikut serta

mengamankan dan melaksanakan perjuangan mencapai cita-cita Nasional
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terbentuknya suatu suatu Masyarakat Madani dalam suatu Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang TATA, TENTREM, KERTA

RAHARIJA., tanpa harus mengulang kesalahan di masa lalu dalam

_:':menghadapl perkembangan lingkungan strategis yang bergerak ke clalam
'kancah persaingan global

AR 'd'_)”_Pemaknaan Tiga P;iar Reformasi . Polri yang terdiri dari : Reformasi'

" "::Instx -umental, Reforma51 Struktural dan Reformasi Cultural tidak sa}a.

mawas ke dalam (inward looking) dengan menggunakan kacamata Polisi

saja, tetapi harus juga mawas keluar (Outward Looking) dengan
memperhatikan peran anak bangsa lainnya dalam kebersamaan
mewujudkan cita-cita Nasional, Kesadaran ini akan menuntun kita ke arah
adanya suafu kenyataan bahwa Polri tidak mungkin secara sendirian
menukul tugas yang diberikan bangsa dan negara dalam ketiga demensi
penugasan Polri (Keamanan, Penegakan Hukum dan
Pengaturan/Bestuurlijk) karena di dalamnya terkandung peran fungsi-

fungsi lain.

2) Pemaknaan Pilar Reformasi Intrumental Polri, telah banyak yang dicapai
dalam perjalanan Reformasi Bangsa, yang terdapat dalam 3 (tiga) jenis

Instrumen sebagai berikut :

a) Amandemen Kedua UUD’45 tahun 2000 pada Bab XII dari judul awal

Pertahanan Negara menjadi Pertahanan dan Keamanan Negara dengan isi :

(1) Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha

pertahanan dan keamanan negara.

(2) Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem
Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Polri sebagai

kekuatan utama dan Rakyat sebagai kekuatan pendukung.
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(3) TNI ‘terdiri dari AD, AL, AU sebagai alat negara berfungsi

..~ mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulata_i; '

: negara. - =
o  (4) Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban .

- -masyarakat bertugas melindungi, ‘mengayomi, melayani masyarakat

'.f'-:.r:éé:i't_a_'r'ﬁénegakkan hukum.

' (5) Sususas dan Kedudukan TNI dan Polri diatur dalam Undang-undang,

‘Catatan :

' Dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa Presiden mémegang kekuasaan tertinggi
~atas TNI AD, AL dan AU, sedangkan untuk Polri tidak demikian tentunya
“terkait dengan independensi polisi sebagai penegak hukum, sedangkan
untuk tugas Keamanan dan Pengaturan bisa saja Polisi dikendalikan oleh

Presiden sebagai Kepala Negara,

‘Pemahaman istilah menjaga Keamanan adalah sebagai Keamanan Negara

‘dengan lebih banyak melakukan upaya pencegahan dan penangkalan yang

dilakukan bersama antara Polri bersama dengan segenap komponen bangsa

terhadap gangguan keamanan (Ancaman Fakiual adalah ancaman yang

terjadi setiap saat yang terdiri dari Crime, Disaster dan Accident; Police
Hazards atau Social Hazards; serta Faktor Korelatif Kriminogen yang

mengendap dalam setiap aspek kehidupan masyarakat)

Pemahaman Ketertiban Masyarakat diartikan sebagai Ketertiban Umum

dan Ketertiban Pribadi yang tercermin pada ditaatinya segenap aturan

ketertiban  yaitu  ketentuan  yang mengatur  hubungan  antar

individu/kelompok dalam masyarakat.
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. b) -Ketempan MPR—RI sebagai berikut :

(1) Nomor VI tahun 2000 tentang pemlsahan antara Polri dan TNI. Dalam
- pasai 2 dxsebutkan dengan jelas bahwa (1) TNI adalah alat negara yang '

v _' : berperan daiam pertahanan negara (2) Polrt berperan dalam memelibara

. keamanan, (3) dalam hal terdapat keterkaltan kegiatan pertahanan dan

"_keamanan TNI dan Polrx harus bekerjasama dan sahng membantu o

(2) Nomor VII tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polr, dxsebutkan

(a) Peran TNI sebagai alat pertahanan NKRI, bertugas pokok
menegak_}_(gn: kedaulatan negara, keutuhan wilayah, NKRI berdasar
.‘_E"’an(_;as.i.la_dan .UUD’45 serta melindungi segenap bangsa dan

.'s'eluruh tﬁ@pah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan
....térhadap ke;utuhan bangsa dan negara. TNI terdiri AD, AL, AU,
berada di bawah Presiden, dipimpin oleh Panglima yg diangkat dan
diberhentikan _oleh Presiden atas persetujuan DPR. Anggota TNI
dalam pelaﬁggaran hukum militer diadili di peradilan militer,
pelanggaran pidaﬁa umum  diadili di peradilan umum. TNI
melaksanakan tugas civic mission, membantu Polri atas permintaan
dan membantu aktif peace keeping force. Dalam penyclenggaraan
negara" TNI ikuti kebijakan politik negara, netral dalam kehidupan
politik, tidak melibatkan diri dalam Kegiatan politik praktis,
mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan
HAM. Anggota TNI tidak menggunakan hak pilih dan dipilih,
keikut sertaan TNI dalam menentukan arzh kebijakan nasional
disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan 2009, dapat
menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri dari dinas

ketentaraan.
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(b) Polri merupakan alat negara berperan dalam memehhara keamanan

~ dan ketertiban - masyarakat menegakkan hukum membenkan._

) pengayoman dan peiayanan kepada masyarakat wajzb memiliki
 keahlian dan ketrampllan profesmnal Orgamsa31 polri dasusun“.:_':.. |

) 'secma berjen_}anrr di tlngkat pusat dan daerah berada di bawah"

'___:f'._f{?Premden chpimpm oleh Kapolri yang d1anokat dan diberhentikan

oleh Preszden atas persetujuan DPR Anggota Polri tunduk pada.':. .

perachian umum Dalam membemkan arah keb13aka.n Polri Premden

| .'dxbantu oleh Lembaga I\epohslan Nasional (LKN) yang dibentuk _

oleh Presiden. LKN membenkan pertimbangan pengangkatan dan -

_'-_'pemberhentlan Kapoln kepada Presxden Daiam keadaan Daiurat.-:'-'

Polri memberikan bantuan kepada TNI turat serta dalam ICPO'::'

Interpol dan peace keeping operation. Polri netral dalam kehidupan

politik dan tidak berpolitik = praktis, anggota Polri tidak
menggunakan hak pilih dan dipilih, keikut sertaan dalam penentuan
| kebijakan nasional disalurkaﬁ melalui MPR paling lama sampai
*desgan 2009, dapat mendnduki jabatan sipil setelah undurkan diri

dari dinas Kepolisian.

Catatan :

Polri tidak disinggung Jatidirinya sebagai abdi masyarakat. Ketentuan

antara tugas pertahanan dan keamanan sudah cukup jelas, walaupun masih
terdapat rumusan-rumusan yang samar seperti pemahaman tentang
kedaulatan dan cara penegakkannya, ancaman keutuhan wilayah dsb. Hal
ini akan menjadi titik masuk kearah tugas Polri, bahkan terbukti dalam
- rumusan UU No : 34/2004 tentang TNI (TNI AL dan TNI AU sebagai
penegak hukum di laut dan di udara, konsep operasi militer non perang di

dalam negeri, dsb).
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-_-c) Und’mg-undang RI Nomor : 2 tahun 2002 tentang Polri, beberapa hal.
: pentm yang tercantum dalam UU yang belum pas baik rumusan maupun _

peiaksanammya d1 iapangan sebagai benkut

(1) Tlg’l ])nnens: Penugasan Kepulman

(a) Mehpun 'dxmensx penegakan _..I_m_ku_m_,_ _ -Ikeamanan da_;i:--

pengatumn/pemermtahan " o i
(b) Terhhat daiam rumusan tugas dan wewenang pada Bab I dar:
. pasal_._fl_B.s/_d_ 19 yang dapat digambarkan dalam matriks di bawah

dnk:

1. | Keamanan | 13a Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. -1 Keamanan - | 14 (1) a | Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan
dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan
pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

3. | Keamanan |14 (I)b | Menyelenggarakan  segala kegiatan  dalam
menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran
lalu lintas di jalan.

4. | Keamanan |14 (1)c | Membina masyarakat  untuk meningkatkan
partisipasi  masyarakat,  kesadaran  hukum
masyarakat serta ketaatan warga masyarakat
terhadap  hukum dan  peraturan perundang-
undangan.

5. | Keamanan |14 (1)e | Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan
' umum, .

6. | Keamanan | 15(1}b | Membantu menyelesaikan  perselisihan warga
masyarakat yang dapat mengganggu  ketertiban
umuin.

7. | Keamanan |15 (1)c | Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit
masyarakat,

8. | Keamanan |15(1)d | Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan
perpecahan atau mengancam persatuan dan
kesatuan bangsa.

9. | Keamanan | 15(1)f | Melaksanakan pemeriksanaan Ikhusus sebagai
bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka
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10 Iﬁieaﬁaanéﬁ_ it
| H .Kéam"'c_lnan '_
. | Keamanan
14| Gakkum @
15, Gakkum
16. | Gakkum
17; Gakkum
18. | Gakkum
19. | Gakkum
20. | Gakkum
21, | Gakkum
22, Gakkum
23, 1 Gakleum
24 GakkUm
25, | Gakkum
26. | Gakkum
27. 1 Gakllum

150 ) |
ls@e
5@

14 (1) d

414 f

| 14(f)g

14 (1) h

15(a
15(1) g
15()h
15 (1) i
15()]
15(2)h
15(2) ]
16(1)a

16(1)b

16(1)e

| pencegahan. SRR o
Memberikan bantuan pengamanan d'klam sxdang 1
:dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegmtan._ _

1nstan51 lain, serta keglatan masyarakat. -

Memniberikan - pemnjuk “mendidik, dan meia‘uh_ o
L -'_aparat kepohsxan khusus dan petugas pengamanan_
" I'swakarsa dalam: bldang tekms Kepohsian B
Meiakukan Pengawasan fungsional Kepohslan; -
| terhadap -orang asing yang berada di walayah
.| Indonesia dengan koordmasx 1nstan51 terkait. .
‘Menegal\kaa hukum.

Turut serta daia_.m_ pembinaan hukum nasional.
Melakukan -~ "koordinasi, = pengawasan, dan

| pembinaan ‘teknis terhadap Kepolisian Kkhusus,

penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk- bentuk
pengamanan swakarsa.

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap
semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara

Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian,
kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dean
psikologi Kepohsmn unfuk kepentingan tugas
Kepolisian.

Menerima laporan dan/atau pengaduan.

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
Mengambii; sidik jari dan identitas lainnya serta
memotret seseorang.

Mencari keterangan dan barang bukti.
Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminil.
Melakukan kerjasama dengan Kepolisian negara
fain dalam menyidik dan memberantas kejahatan
internasional.

Mewakili Pemerintah RI dalam Orgnaisasi
Kepolisian Internasional.

Melakukan penangkapan, penahanai,
penggeledahan dan penyitaan,

Melarang setiap orang meninggalkan atau
memasuki tempat kejadian perkara untuk
kepentingan penyidikan.

Membawa dan menghadapkan orang kepada
penyidik dalam rangka penyidikan.
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38.

39.

40.

. | Gakkum

-Gakkum

Galklkum

Gakkum
.| Gaklum

Gakkum

Gakkum

Gakkum
(Diskresi)
Gakkum
(diskresi)

Linyomyan

Linyomyan

Linyomyan

16 (1) d

116 e
16D f

16(1)g
16 (1) h

16 (1) i

16 (1) ]

16 (1) k

16 (1)1

16 (2)

13¢,

14 (1) i

14 (1)j

Menyuruh berhenti orang untuk didengar dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi. S
Melakukan pemeriksaan dan penyitan surat.

-Memanggil orang untuk didengar dan- dlperlksa-
‘sebagai tersangka atau saksi, '

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
Mengadakan penghentian penyidikan. o
Menye;zmkan berkas perkara kepada penumut_
umum., . >
Menga;ukan permintaan secara langsung kepada
pejabat imigrasi yang berwenang di tempat
pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak
atau mendadak untuk mencegah atau menangkal
orang yang disangka melakukan tindak pidana.
Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada
penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil
penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk
diserahkan kepada penuntut umum.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab.
Tindakan lain dalam ayat (1) | adalah tindakan
penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan
Jika memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
b. Selaras  dengan  kewajiban  hukum yang
mengharuskan tindakan tersebut dilakukan-
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam
lingkungan jabatannya.
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan kcadaan
vang memaksa dan.
e. Menghormati Hak Asasi Manusia.
Memberikan perlindungan, pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat.
Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda,
masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan
ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi
Hak Asasi Manusia.
Melayani kepentingan warga masyarakat untuk
sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau
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| Linyomyan

Linyomyan -
| Linyomyan

4| Linyomyan -

“| Linyomyan

Linyomyan
Linyomyan
Linyomyan

Linyomyan
Linyomyan

Linyomyan

Linyomyan

ey

14(1)1

_15:(1.)_e_

15k

5 M

m
15 (2) a

152)b
152)c

15(2)d
15(2)e

15(2)f

15(2)k

plhak yang berwenang. - : -
Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan kepentmgannya dalam lingkup tugas
Kepolisian, sert.. -

“Melaksanakan tugas la;n ‘sesuai dengan peraturan

pemndang—undaugan
Mengeluarkan : Pr,raturan Kepolman

dalam

Mengeluarkan ‘surat ijin dan/atau surat kete1angan
yang diperlukan : dalam % rangk'i pelayamn
masyarakat.

Menerima dan menyimpan - barang temuan untuk
sementara waktu.

Memberikan izin dan mengawasi keramaian umum

dan kegiatan masyarakat lainnya.

Menyelenggarakan registrasi  dan = identifikasi
kendaraan bermotor.
Memberikan surat izin mengemudi Kendaraan

bermotor.

Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
“Memberikan izin serta melakukan pengawasan
senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.
Memberikan izin operasional serta pengawasan
terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk
dalam lingkup tugas Kepolisian.

(c) Dari rumusan tugas dan wewenang Kepolisian pada pasal 13 s/d 16

UU No
rincian 12 wewenang di bidang Keamanan, 26

bidang Penegakan Hukun.

2 2002 terdapat 52 macam tugas/wewenang, dengan

wewenang di

dan 14  wewenang di bidang

perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

{d) Rumusan tugas Keamanan dan ketertiban masyarakat tidak secara

jelas menggambarkan Konsep Keamanan/Kamdagri, yang di zaman
- o }

ORBA Kamtibmas itu bagian dari Kamdagri, sehingga hal tersebut
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dapat mengundang anggapan -bahwa rumusan Kamdagri belum

| ___'t'e.ra.komo'dir _daiain_UU No:2 tai_mn_ 2002, sehingga dimuncuika:ri'

' RUU Kamnas oleh Dephan. -

(e) Pemberlan jin, keterangan dan rekomendasi (yang terakhir 1111._
o :beium terwadahl dalam UU No : 2/2002) tidak hanya dalam rangi\a.' -

i pelayanan tetapl juga dalam Iangka perlmdungan dan pengay Oman"f"-'

| ._"'-(kalena permmtaan izin blsa tidak diberikan apabila chmizu :

-membahayakan masyarakat atan orang lain dan kepada yang

memberi izin ada kewajiban untuk memberikan usaha perlindungan

dan pengayoman/pengamanan).

() Sedangkan tugas pelayanan melekat pada seluruh pelaksanaan tugas
Kepolisian baik pada dimensi keamanan, penegakan hukum

maupun pemerintahan (Linyomyan).
(2) Konsep Keamanan/Kamdagri :

(&) Masih belum terumuskan secara lebih jelas (hanya mengutip bunyi

ns! 30 (4) Amandemen kedua dari UUD * 45),

{b) Bunyi pasal 30 (4) UUD 45 tersebut dapat diasumsikan oleh orang
lain = rumusan Kamtibmas semasa Orde Baru, kalau begitu masih
ada aspek keamanan lain yang berada di luar tugas Polsi. Jadi

jangan heran kalau TNI mau mengambil peluang itu.

(c) Seyogyanya dijelaskan yang dimaksud dengan kea-manan adalah
' keamanan negara atau keamanan dalam negeri yang meliputi
keamanan publik dan keamanan pribadi warga masyarakat.
Sedangkan ketertiban adalah suatu hubungan yang harmonis antar

warga masyarakat yang sesual dengan aturan yang berlaku.
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(d) Kalau perlu dlmasukkan guga dalam rumusan Pola Operas1

: ._'Kepohs1an/keamanan - dalam (tiga) bentuk Opera31 |

o _K‘SpOhSian/Keamanan Yalm .(1) Opera51 Rutm, menghadapx_':_“-
e -permasa}aban keamanan - sehar1~han (2) Operas1 Khusus untuk o

e .menghaﬂapi pemngkatan kondlsi gangguan keamanan di sebagalan .

~ yang dapat mengganggu ak31stens1 ke}ndupan bangsa dan negara, o

keutuhan w1iayah dan sebagainya.
| (3) Pengemban Fungsi Kepolisian

(a) Terdapat 3 (tiga) kelompok pengemban fungsi ké@olisian lainnya
selain Polisi yaitu bentuk-bentuk kam swakarsa (petugas Satpam),
PPNS dan  Polsus, yang di dalam UU Nomor : 2/2002 hanya

. diuraikan Selintz;s, kemudian akan diatur dalam undang-undang

~ tersendiri.

(b) Terﬁyata pengaturan dalam undang-undang tersendiri tersebut

- tidak selalu sinkron dengan UU No : 2/2002. Banyak rumusan

tentang PPNS yang ingin lepas dari pembinaan atau koordinasi

Polri. Sementara itu pembuatan jabaran Peraturan Pemerintah pun

sebagai jabaran UU No : 2 /2002 tidak terlalu mulus.

(¢) Pihak lain yang berkepentingan dengan tugas penegakan hukum
akan mengincar kedudukan penyidik sepanjang dalam proses
penyidikan masih “boleh” terjadi manipulasi, karena hal tersebut
akan dijadikan sumber pencarian dana terselubung (“hidden

income™),
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(d) Sementara itu pihak lain yang ‘berkepentingan dengan  tugas

A k_eamanan:akan berusaha mencari peluang untuk berperan dalam

+ pembinaan - pengamanan swakarsa dan Kepolisian khusus: dengan

) :"inembentuk Hansup, Karnra melalul kegiatan teritorial dengan
_ alasan menympkan Ruang, Alat dan Kondisi Juang, Padahal apabila

i ..mau bersmergl RAK Juang bisa dibebankan penyiapannya kepdda'

"-.Pohsz Dengan alasan POhSI sebagaz noncombatan, maka Pohsx_

dinilai tidak berwenang menangani konsep RAK Juang itu. Padahal
sejarah kemerdekaan membuktikan bahwa Polisi adalzh pejuang

bangsa.

- (¢) Pada aspek pengaturan berbeda lagi nuansanya, mereka {kelompok

- ﬁon—reformis) ingin tetap menguasai Polisi. Polisi diinginkan untuk
‘dibawah perintahnya, karena.dinilai memiliki kewenangan yang
luas biasa di era reformasi ini. Bahaya yang timbul adalah bahwa
polisi akan dijadikan alat politik vang tidak fair. Pengalaman
menunjukkan  di  bawah suatu Departemen, Polisi tidak
mendapatkan kebaikan bahkan sebaliknya kemudharatan lebih
banyak didapat.

(f) Oleh karena itu Pengemban Fungsi Kepolisian harus digarap secara
benar dan konsisten. Mereka diajak bicara bagaimana merumuskan
penjabaran UU Nomor : 2/2002 dalam rumusan undang-undang
yang akan mengatur tugas, wewenang dan mekanisme kerja
Pengemban Fungsi Kepolisian lainnya. Polisi tidak mungkin
melaksanakan tugas sendirian. Kemandirian bukan berarti bekerja

sendiri.
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(4) Pembmaan P; ofesi Kepohslan

(a) Kepohman sebdgal Profes1 diatur dalam UU No 2/2002 melalux
~etika_profesi, pengembangan ‘pengetahuan dan - " pengalaman ch B
'__'___bldang teknis Kepolisian mela1u1 pendadikan pelatihan dan'_'__'__'

g 'penugasan seca;.a berjenjang dan. beriargut yang dxtunjang o}eh_'_".

= :tekno]og; Kepthlan 2o §

~ (b) Kode Etik .yang merupakan salah satu ciri suatu Profesi diatur

. dalam undang-undang Kepolisian, untuk mengatur perilaku petugas

dan  pejabat Polisi. Kode Etik ini diberlakukan juga untuk
pengemban fungsi kepolisian lainnya. Bahkan dibentuk pula
Komite Kode Etik Kepolisian yang bertugas menangani

pelanggaran Kode Etik Kepolisian.

(c) Ciri lain dari suatu Profesj adalah adanya organisasi Profesi yaitu
. - ISIK (Ikatan Sarjana Kepolisian) yang oleh Gubernur PTIK waktu
itu dikembangkan menjadi IPSIK (Ikatan Profesi dan Sarjana Ilmu
Kepolisian) dengan maksud sebagai mewadahi Profesi Kepolisian

yang bukan sarjana.

(d) Ciri lain dari Profesi Kepolisian adalah memiliki Disiplin ilmu
tersendiri, yang saat ini sudah diakui yaitu Ilmu Kepolisian. Pada
saat ini masih belum dikembangkan secara umum, masih dilakukan
oleh PTIK yang dapat dikembangkan ke dalam 4 (empat) Cabang
Hmu yaitu : Manajemen atau Administrasi Kepolisian, Hukum
Kepolisian, Teknologi Kepolisian (Forensik, komunikasi, peralatan

operasi) dan Ilmu Kepolisian Fungsional (penyidikan, pencegahan
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':-'-f_"':f'keg;atan pengkajian penehuan dan pengembangan ilmu dan_:_




'kejahatan, pengendalian lalu. lintas, deteksi/intelijen Kepolisian,

: pengamanan masyarakat bimbingan masyarakat, dsb).
(5) Kompolnas (Komlsl Kepehszan Naswnal)

(a) Kom151 Kepohsmn Nasjonal (Kompolnas) adalah suatu lembqga

yang d1bentuk oieh Presuien untuk - membantunya daiam_

menetapkan arah = kebgakan Kepolzsmn dan membeml\an"

pernmbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

- (b) Kompolnas bewenang : (1) me_ngumpulkan dan menganalisis data
sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden tentang anggaran,
pengembangan SDM - dan sarana dan  prasarana Polri, (2)

memberikan saran dan pertimbangan untuk wujudkan Polri yang

Profesional dan = Mandiri, (3) Menetima saran dan keluhan

masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikan

kepada Presiden.

(é) Dalam Keppres No : 17 tahun 2004 diatur bahwa anggota
Kompolnas terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Wakil Pemerintah
(terdiri dari 3 menteri yaitu Menko Polhukkam, MenKumHam, dan
Mendagri), 3 orang tokoh masyarakat (pemerhati Kepolisian) dan 3
orang pakar Kepolisian, yang kelihatannya “kurang” berjalan. Dari
9 (sembilan) orang tersebut hanya-1 (satu) orang yang mantan
polisi.

(6) Bantuan, Hubungan dan Kerjasama

(a) Mengatur tentang permintan bantuan TNI dalam melaksanakan
tugas keamanan, serta bantuan polisi pada keadaan darurat militer

dan keadaan perang serta bantuan Polri dalam memelihara
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perdarnalan duma Dua tugas pertama nampaknya akan mendorong' _
plhak TNI t1dak dapat bermam (berhubungan dencan masyarakat)_ o

dalam keadaan damal _padahal mereka sangat mengmgnﬂcannya _' -

(b) Hubungan dan ker_]asama dengan mstan31 badan lembaoa di dalam '

dan luar negen dldasarkan atas sendi-sendi hubungan fungszonal :'

- umum serta perhankau hnarki

(c} Hubungan dan kerj asama ch dalam negerl terutama dengan unsur-

unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi .

lain serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan
subsidiaritas. Di sini nampaknya dimaksudkan mengatur hubungan
dan kerjasama tugas Kepolisian dalam dimensi penegakan hukum

dan pemerintahan.

-

(d) Hubungan dan kerjasama luar negeri terutama dengan badar;
Kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral
dan atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam
rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan
pendidikan serta pelatihan, Pemahaman Pencegahan kejahatan perlu
mendapatkan perhatian yang serius dari segenap pihak baik
Kepolisian, termasuk pengemban fungsi Kepolisian, aparat penegak
hukum lainnya, aparat pemerintah termasuk TNI, dan masyarakat.
Pada dasarnya Pencegahan Kejahatan merupakan kegiatan dalam
rangka mengamankan masyarakat, di mana Polisi tidak mungkin

melakukannya sendirian.

(7) Ketentuan-ketentuan lebih rendah baik berupa Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Kapolri dan
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sahng menghormatl sahng membantu utamaka.n kepentmgan_' |




chutusan Kapolr; harus segera dapat d;tuntaskan Umuk

dxperlukan kemampuan konsepsxonai dan kemampaun lobby - vano

e handal

3) Pemaknaan Pllar Reformas: Struktura! Poirl, :

'_'a) Reformasx Struktmal Polrl dliakukan se1rama dengan Istrumental telah

Kompolnas I\epohs;an nas1onai dan mezupakan Polisi  Sipil : dzm__

d1peﬂakukan Hukum Acara Pldana Umum apablia terjadi pelanggaran, .

: _-_}q)___Kedudukan P01151 d1 bawah Premden dipersoalkan oleh kalanszan
mﬂﬁel/TNI walaupun tldak Secara terang-terangan dari- mereka, paimg
____-_._t_ld:a_k_ olen Dephan atas perintah Presiden, dengan alasan TNI saja ada

' :_ - menteri pertahana'ﬁ.yang mengurusnya. Padahal di dalam Kompolnas it

“ada 3 {tiga) Menten yang terlibat di dalam mengendahkan Polisi,

'_ ¢} .Pada saat ini dlpersealkan pula tentang Organisasi Polri sebagai Super
| ;._ Body yang dikhawatirkan akan menjadi arogan (tidak taat pada hukum
lagi) dicontohkan oleh Djoko Susilo (Harian Kompas) penempatan
Komjenpol Suyitno Landung tidak di LP tetapi di Rumah Tahanan Brimob.

- Apapun yg terkait dengan Polri saat ini cenderung dijadikan bahan untuk
“menyudutkan” Polisi. Benarkah Polri dalam UU No : 2/2002 dijadi.kan

| Super body nampaknya tidak benar, karena dalam UU tersebut banyak
pembatasan-pembatasan  yang harus  dipenuhi  oleh Poli  dalam

melaksanakan tugas dan kewenangannya.

d) Pembentukan Struktur Organisasi Polisi yang cenderung “mengembang"
perlu diwaspadai, jangan sampai banyak yang “idle” walaupun secara
logika atau wacana penalaran dibenarkan. Kalau terjadi hal demikian akan

memakan biaya tinggi (costly) terhadap hal-hal yang seharusnya tidak
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1'-:-:.'111611empatkan dm pada posml dz bawah pres1den yang dibantu - o]eh'_:




- perly, .jenjang: kepangkéfan yang mengundang kecembufuah (Kapolda tipe -

fe e dlbandmgkan dengan Komandan Korem misalnya) dan lain-lain, Peﬂu X

-pembag1a11 level - kewenanoan yang Jelas antara Pusat P1op1n31 dan'

. :Z.ﬁ.m_.:Kabupaten/Ko*{a bazk d1 bldang Opeiasmnai (Operasz Rutm Opemm

: _Khusus dan Ope1a51 Kamdagm), maupun di. bzdang Pembmaan (Logastﬂ\,“: .

_._'Personei dan Keuangan) dengan mengmgat Otonomi Daerah, yano'-_:;_-'

'_: telkali Juga dengan Bldang Perencanaan dan Pengawasan

._DaI_am kaitan dengan re_fonnam struktura} ini terkait deng_an pembangunan

“mekanisme kerja (vang meliputi prosedur kérja, instruksi kerja, formulir-

- formulir  kerja, sasaran  mutu, pola  penilaian  kinerja),

- _manajemen/administrasi yang  menggerakkan organisasi mencapai -

tujuannya baik menyangkut faktor-faktor —manajemen  aspek

logistik/ateriil, personel/SDM, keuangan, metoda dan mesin maupun

fungsi-fungsi manajémen  baik perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan serta pengendalian.

4) Pemaknaan Pilar Reformasi Cultural Polri,

a)

b)

Budaya adalah alat pengikat/pemersatu dari suatu organisasi terhadap
orang-orang yang tergabung dalam organisasi tersebut (diibaratkan sebagai
suatu “suh” dari suatu “sapu lidi”), yang berupa nilai-nilai yang dipahami
dan dianuti serta dipatuhi oleh anggota organisasi. Pada dasarnya nilia-nilai
tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Nilai inti (core
values), nilai-nilai strategis (exposed values) dan nilai-nilai ritual (artefact)
yang sehari-hari digunakan baik berupa mekanisme kerja maupun aturan

disiplin, tradisi, cara berpakaian dsb.

£

Budaya Kepolisian telah memiliki nilai-nilai inti yaitu Tri Brata dan Catur

Prasetya, Kode Etik Profesi Kepolisian, nilai-nilai strategis berupa
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- ¢ Tujuan, Visi, Misi, kebijakan Strategis, Rencana Lima Tahunan dan
- Rencana Kerja Angaran Tahunan (RKAP) serta nilai-nilai artifak seperti
tata laksana - (mekamsme kerja), tata ternb di kantor, jam- kerja, disiplin
:.._.Kepohslan Gampoi dsb Nllal-nllal ini akan diwujudkan dalam perilaku
'"-'.--":--:_'anggota Polisi dan atau pengemban fungsi kepolisian lainnya daiam

o pelaksanaan tugas sehar1~ha11

c).- : :_Perﬂaku militeristik (penggunaan kekerasan diluar aturan Szang diboiehkﬁn
- atau melanggar HAM), sering dituduhkan oleh masyarakat/korban atan
- kelompok aktivis HAM kepada Polisi pada akhir-akhir ini. Prosedurlah
yang akan menuntun anggota Polisi dalam berperilaku yang benar seperti
~ harapan masyarakat. Disamping itu perbuatan seperti penyalahgunaan
wewenang (pemerasan, suap menyuap, pungh, dll) masih sering dijumpai
di dalam pelaksanaan tugas Kepolisian di lapangan sehari-hari, walatipun
masyarakat tidak “berani” melaporkannya. Hal ini merupakan tantangan

bagi pimpinan Polri dan seyogyanya menjadi sasaran reformasi kultural,

d)  Permasalahan reformasi kultural tidak semudah membalikkan telapak
tangan, tetapi terkait dengan keberadaan Kepolisian ditengah lingkungan
masyarakat dan bangsa yang saat ini sedang “sakit”, yang memiliki
kelemahan pada 5 (lima) hal yaitu sistem, kesejahteraan, mental moral,
pengendalian/kontrol dan budaya. Pembenahan = “penyakit” Polisi

diharapkan dapat menjadi modal dalam men}embuhkan penyakit bangsa.

e) Pemahaman dan pelaksanaan dalam ekseharian Nilai-nilai Inti Polri (Tri

Brata, Catur Prasetya dan Kode Etik Profesi Kepolisian) menjadi langkah
utama dan pertama dalam reformasi kultural Polri. Betapapun hasilnya
langkah Jenderal Da’i Bachtiar dalam mengkaji Tri Brata dan Catur

Prasetya perlu dilanjutkan. Perumusan Nilai-nilai Strategis seperti Visi,
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= :Misi, Rencana Lima Tahuﬁan, RKAP . dan’ melaksanakan - ser"t_a'__f”
" 'mengendalikannya secara proporsional dan 'pro'fesional petlu digalalkkan. '.:r

'.'Pelaksanaan rnekamsme kerja, disiplin, pembinaan trad131 yang posxtlf'__:_".

g perlu d1kumandangkan dan dxgelorakan daiam kehidupan keseharian dan _

s ""_:':tepat perlu dilakukan secara konmsten dan berlangut

) *Iszdak kalah penting arti dari penyesuaian budaya dengan Pelkembangan-
" lingkungan strategis, tuntutan kehidupan masyarakat harus selalu dilakukan

‘dan diinternalisasikan ke segenap anggota, yang tentunya menjadi bagian

penting dalam reformasi kultural Kepolisian.

¢. Wacana Kamnas

1) Istilah Keamanan Nasional dalam ilmu Politik dikenal sebagai Kepentingan
* Nasional suatu Bangsa aau Negara yang harus diperjuangkan oleh segenap

- Komponen Bangsa bersamaan dengan Kepentingan Naional lainnya yaitu
Kesejahteraan Nasional. Kedua-duanya diupayakan secara serentak yang.
dapat saling mempengaruhi dan memperkuat, kedua-duanya merupakan
“bahan pertimbangan pokok dalam penyelenggaraan hubungan antar negara
satu dengan lainnya. Keamanan dan Kesejahteraan ada yang mengartikan

sebagal pendekatan (approach) dalam pengelolaan suatu pemerintahan

dalam suatu negara.

2) Fungsi Kepolisian memiliki sejarah yang unik sepanjang Zaman
Penjajahan Belanda, Jepang, Era Orde Lama, Orde Baru dan Orde
Reformasi. Yang terakhir ini memberikan tugas dan kewenangan kepada
Kepolisian sesuai dengan tuntutan reformasi yang mengacu pada peran

Kepolisian di negara-negara demokratis. o
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L)

'::kedmasan peran keteladanan, reward dan punzshment yang tepat smta__




3) Peran Kepollslan yang . dihasilkan oleh proses Reformasi pada
e .pcrkembangan terakhlr memmbulkan tanggapan dari pthak-pihak tertentu
- (termasuk - LSM Pro Patna) yang melakukan pengkajian berbagai- -
e “:7--per1na°aiahan ”bangsa“- ‘termasuk di dalamnya tentang Keamanan
-+~ Nasional (Kamnas), yang ‘berpendapat seolah-olah Kepolisian memiliki
- 'kewenangan yang berleblhan (super. body). Kegiatan tersebut bermuam.
-j'_-pada dzajukannya RUU Kanmas oleh Pemerintah cq Departemen-
_Penahanan Lepada DPR-RE yang memmbulkan polemik di media massa
I_ yang kemudian oleh Presiden dialihkan kelanjutan penanganannya kepada
| .’\/Ienko Polhukkam.

4) Wacana tentang bagaimana pelaksanaan tugas Polri selama ini, -yang
kiranya dapat diangkat menjadi Wacana Keamanan dalam konteks
Kepéntingari _ Nasioﬁal perlu dirumuskan suatu Wacana  yang tidak
‘merugikan kepentingan masyarakat béngsa pada umumnya dan Polti pada
 khususnya, dengan menggali kembali Doktrin (Wacana) Tata Tentrem

Kerta Raharja sebagai Wacana Keamanan.

a) Kalaulah kita tidak menjabarkan Undang-undang tentang Keamanan
karena keamanan sudah tercakup dalam kegiatan seluruh Instansi
Pemerintah. Namun Undang-undang tentang Pertahanan vyang
melandasi Usaha Pertahanan sudah ada, maka dalam penggelaran
kegiatan keamanan yang dilaksanakan oleh scgenap komponen bangsa, e
tetap diperlukan suatu sumber hukum yang melandasi upaya keamanan
bangsa tersebut yang kita sebut dengan Wacana/Dokirin vang dijadikan

landasan hukum dalam membuat undang-undang di segenap aspek

kegiatan pemerintahan dan masyarakat.

Lh
Lh
i
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b) Doktrin Keamanan yang klta saran.kan untuk dlkembangkan adaiah_. -

. Doktrm Tata Tentrem Kerta Raharja (TTKR) Dan rumusan Doktrm". |
TIKR ini sebetulnya -sudgh menggambarkan adanya 2 (dua) |
.kepentmgan nasional yang akan dlupayakan untuk dlcapm ya1tu;
| kepentmgan keamanan (securzty) dan - kepentmgan kesejahteran -

s ::'..::":-fj__._.';..(piOSp@?‘lfy) yang kedua—duanya mempakan dua hal yang salmg_-""’__'_

e 'texaantung dan saling mempengaruhi satu sama Iam (condlro cene -

F qumwn)

..:C.:)_ _ Doktmn TTKR menylratkan tyjuan yang akan d1capa1 RAHARJA _
o _y_aztu suatu masyarakat, bangsa, negara yang Sejahtera. Banyak sebutan |
. yang digunakan untuk menggambarkan mjuén ini seperti Masyarakat
- Madani, Masyarakat Adil Makmur, Makmur berkeadilan dan Adil
_ .berker'nakmuran ditengah-tengah pergaulan hidup bangsa-banga di
~dunia yang befadab.‘Raharja juga menjadi tujuan bagi bangsa-bangsa

~ beradab+li dunia.

d) Dbktrin TTKR juga menyiratkan metoda mencapai tujuan tersebut yaitu
TATA yang dapat diterjemahkan sebagai penataan, pengaturan atau
penanggulangan  terhadap masalah = keamanan untuk mencapai
‘TENTREM atau Rasa Aman Masyarakat (Peace, Secure, Safety dan
Surety) terhindar dari rasa takut, rasa kekhawatiran karena masalah
keamanan telah terlangani. Apabila rasa aman masyarakat telah
terwujud maka di dalam kalangan masyarakat akan dapat ditumbuhkan
KERTA atau gairah kerja, semangat membangun sehingga dicapai

RAHARIJA. Sebaliknya bangsa yang telah Raharja mampu membangun

keamanan negaranya secara lebih baik, lebih canggih, lebih sofisticated

dan lebih dinamis.
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5) Apa yang d1maksud dengan Masalah Keamanan? Dari pendahulu k1ta teiah

Lo mengajarkan kepada klta tentang

o a) Ancaman Faktual (Af ) yaztu ancaman yang bisa terj ach sehari-harj yamz :
memmbulkan kemgmn bagi 1nd1v;du, keluarga, kelompok, masyarakat
L - .bangsa dan negara, dengan wu}udnya bempa ke_]ahatan (crzme ),

L '_-bencana (dzsaster), dan kecelakaan (acczdenﬂ

B Masalah kedua adalah Polzce Ha;ar d.s (PI I) atau Secur :iy ha.cu ds yaitu
'_ kondm} rawan yang ada di dalam masyarakat yang apabila t1dai\
dlzan_t;slpasz___olch._ petugas atau alat akan menimbulkan masalah, bisa
/4 be_rup_a__._PH -_Lok__a_si {(Pasar, mall, sekolah, tempat hiburan, stadion olals
g ¢ r_aga,-“ffa_s:.ﬂité._s.'-ﬂiﬁﬁﬁl, jalan raya dsb). PH Kegialan seperti kampaﬁye
) _P_emilu,'_: Posma/POM Pembayatan, pertandingan sepak bola, “pentas
L :séni,_Ce:am:ah Da’i kondang, pertunjukan dsb. PH manusia dimana
: kehad_irahnya ‘harus dientisipasi dengan kegiatan pengamanan atau

" pengawasan seperti VIP, Selebritis maupun Residivis.

¢) Masalah ketiga = adalah Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) yaitu
potensi kerawanan yang mengendap di segenap aspek kehidupan
masyarakat (Ipoleksosbudhan dan kam maupun demografi, geografi
dan kekayaan alam) yang berisi potensi konflik etau friksi atau
perbedaan persepsi atas suatu hal (masalah) yang akan menimbuikan

masalah apabila dipicu oleh adanya faktor pencetus.

d) Masalah keempat adalah kerugian atau korban sebagai akibat dari
timbulnya masalah (AF). Kerugian bisa berupa kerugian fisik bisa
berupa kerusakan dan atau kehilangan materiil/lingkungan dsb, maupun
korban manusia baik secara fisk (luka, mati, koma) dan psikhis

manusia (frauma, gila, stress dsb).
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6) Bagalmana penanggulangan masalah keamanan dxlakukan‘? Terdapat 5

o (hma) fungm penangguiangan yaltu

). Fungs1 Detek51 ‘berupa mencarz mfoxmasx tentang sasaran (penugasan)'_'_f .
| atau kemungkman masalah yang akan dxhadap1 dengan membuat__;_

o -pzechksz sasaran (]ems lokas1, waktu rawan Jelas d1tambah dengan_:f_":.

. ,._berupa C’rzme)

b) FUn‘JSi kedua ‘adalah Preemtif’ yaitu menangani masa}ah pada hulu__ o
.pumasalaham'akar permas'llahan seiungga tldak sampal terjadi -

kerugian dengan Cara Bertindak (CB) yang dxgunakan bisa koordinasi,

- kerjasama, lobby, penggalangan dsb.

¢) Fungsi ketiga adalah Preventif yaitu mencegah terjadinya masalah pada& |

suatu lokasi seperti PH baik dengan cara memasang petugas (satuaﬁ
pengamanan), memasang peralatan (CCTV, alarm, metal detector,
deteksi bom dsb) atau dengan melakukan tindakan pengamaran baik
fisik maupun administrasi, pengamanan langsung maupun tidak
langsung baik terbuka maupun tertutup, agar ketiga jenis PH tidak

menimbulkan masalah.

d) Fungsi yang keempat adalah Represif baik berupa penyidikan (kasus
pidana) maupun penindakan gangguan keamanan (pernbubaran
demontrasi, pembubaran massa, tindakan keras terhadap kesewenangan

pihk lain, termasuk penumpasan pemberontakan dsb).

e) Fungsi Kelima adalah Rehabilitasi bisa berupa memperbaiki kerusakan
fisik (gedung, peralatan, lingkungan), perawatan korban baik secara

fisik maupun secara psikhis.
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..(3) Opei&Sl Kamdagn yang dﬂalxukan secra terpusat yanc dapati{-

o ._ _gj

Pola Penan"ggulangan bisa dilakukan secara mandiri maupun secara

- -_terpadu yang secara garis besamya dilakukan dalam bentuk :
: w1y Kegxatan Rutln dan atau Keglatan Rutin yang d1t1ngkatkan i

'3"_'_5'(2) Operas1 Khusus baik ter pusat maupun mandiri kew:fayahcm

mehbatkan aparat TNI baik dalam fungsi plevennf nnupmi”

_ pemndakan

Siapa pelaksana penanggulangan Masalah Keamanan? Pelaksana

penanggulangan _keamanan dilakukan bersama oleh :

(1) Polisi beserta pengemban fungsi Kepolisian lainnya sesuai dengan

tugas dan wewenangnya.

(2) Aparat Penegak hukum pada umumnya termasuk Jaksa hakim,

Pengacara dan Lapas.

(3) Instansi Pemerintah sesual dengan tugas dan wewenangnya sesual

dengan undang-undang yvang mengaturnya.

(4) Pelibatan TNI  dalam  hal tertangkap tangan kemudian
menyerahkannya ke polist setempat, kegiatan preventif, preemtif di
bidangnya dan penindakan atas permintaan., utamanya dalam

-

Operasi Kamdagri.

(5) Masyarakat pada umumnya dalam rangka Social Based Crime

Prevention atau Community Policing.
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- d' Otonomi Daerah

1)

' masyarakat akibat kegiatan yang dﬂakukan oleh masyarakat sehmgga i

Pemermtahan Dalam Negeri bertugas mengawr ploses pencapaxan tmgkat_' :
_'___kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan kegiatan dan pengaturan
'.:hubungan diantara entnas sosxai yang ada di dalam masyarakat daiam:_;
.”"rangka berupaya memenuhi tuntutan kehldupan dan pemngkatan_"f:-.

lkese} ahteraan masmg~masmg

:"_Pada ta‘iaraxa preventif terhadap kemungklnan resﬁm yang d1derlta..:‘-.‘

diperlukan perijinan keramalan, pemberitahuan kegiatan politik, cian__,

sebagainya, serta kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi diri

sendiri dan masyarakat/lingkungan, seperti perijinan senjata api, bahan

peledak, berburu, mengemudikan kendaraan, sehingga perlu dilibatkan

- polisi untuk mengaturnya, disamping untuk mengisi kekosongan petugas

3)

maupun kekosongan hukum dengan kewenangan diskresi Kepolisiannya.

Seirama dengan otonomi daerah dimana anggaran pendapatan pusat akan
makin mengecil, polisi perlu mengatur keterlibatan pemerintzh daerah
dalam mendukung dana untuk pembinaan dan operasi polisi daerah.

Sekalipun polisi merupakan polisi nasional (instansi vertikal) namun dalam

.kapasitas dekonsentrasi dan delegation authority, Kapolri dapat saja

mengusulkan kepada pemerintah untuk mengatur pembagian porsi

pekerjaan dan dukungannya dengan daerah.
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